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Menimbang :       a .

Mengingat : 1.

2.

b.

BUPATI LANGKAT,

bahwa dalam rangka mendukung pembangunan sarana dan
prasaran kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di
kelurahan, Pemerintah mengalokasikan anggaran dalam
Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Tahun Anggaran
2079 untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di
kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tertib
administrasi dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan,
perlu adanya petunjuk pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286)4
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa00);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor tO4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa21);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9
Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang
Pemindahan lbuKota Kabupaten Dati II Langkat dari
Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah
Kabupaten Dati II Langkat;
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Deli Serdang;
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OI9 tentang
Pengelolaan Keuang€Ln Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a6H);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OOT tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7381;
Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2OLO tentang
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahrrn 2At4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OLT tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6OaLl;
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16.Pcraturan Pcmcrintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 62061;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (I.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor 33);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2oll
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2OIl Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Miiik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5471;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13O Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Al9
Nomor 139);
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Langkat.
Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
Bupati adalah Bupati Langkat.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah dalam penyelenggraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh
Camat.

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat
Kecamatan.
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7. Kegiatan adalah bagian dari program yang diiaksanakan oleh satu atau lebih
unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua
jenis srrmber daya tersebut sebagai masrrkan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

9. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan
adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah Kota untuk kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan.

1O. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat
berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi
dan kondisi dirinya.

11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPM
adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai
Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta
kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

12. Tim supervisi adalah kelompok masyarakat yang membantu dalam proses
perencanaan dan pengawasan kegiatan.

13. Pembangunan sarana prasarana lingkungan kelurahan adalah pembangunan
fisik dengan konstruksi sederhana di lingkup kelurahan dengan berpedoman
pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan sesuai dengan skala
prioritas.

14. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,
dan pengawasan keuangan daerah.

15. Anggaran Pendapatan dan Belar4a Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencala keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ra[yat
Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

16. tsendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara
umum daerah.

17. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
tugas BUD.

18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya.

20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluararl anggaran belanja
negaraf anggaran belanja daerah.

2l.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

22.E,endahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan
uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
Perangkat Daerah.



23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya
disingkat Musrenbang Kelurahan adalah musyawarah perencanaan
pembangunan di tingkat kelurahan untuk mendiskusikan masalah yang
dihadapi masyarakat dan memutuskan prioritas untuk pembangunan jangka
pendek.

24. Surat Perminta"an Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokurnen
yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungiawab atas pelaksanaan
kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaanpembayaran.

25. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung
kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah
kerja lainnya dan pembayaran gqii dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan
waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

26. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RI(A adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penJrusunan APBD.

27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan oleh PA/KPA. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya
disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA
untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA.

28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
BUD berdasarkan SPM.

29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pejabat yang berta,nggungiawab atas pelaksanaan
Kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

30. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan pengganti uang persediaan yar:g tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung.

31. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan Kegiatan
SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran
langsung dan uang persediaan.

32. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPPLS
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja
atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gqii dengan jumlah,
penerimaan, pemntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya
disiapkan oleh PPTK.

33. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaranlkuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban
pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

34. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
BUD berdasarkan SPM.

36.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang
selisih lebih realisasi penerilnaan dan
DCr10de anggaran.

selanjutnya disingkat SiLPA adalah
pengeluaran anggaran seiama satu
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BAB II
KEGIATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur kegiatan :

a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Bagian Kedua
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Pasal 3

(1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan
sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup
masyarakat.

(2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan
prasarana lingkungan pemukiman;

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan
prasarana transportasi;

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan
prasarana kesehatan; dan/ atau

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pendidikan dan kebudayaan.

(3) Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dibatasi hanya untuk sarana
dan prasarana yang bersifat sederhana.

Pasal 4

(1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (21huruf a, meliputi :

a. jaringan air minum;
b. drainase dan selokan;
c. sarana pengumpulan dan pengolahan sampah;
d. sumur resapan;
e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
f. alat pemadam api ringan;
g. pompa kebakaran portabel;
h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.

(21 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b,
meliputi :

a. jalan pemukiman;
b. jrl* poros Kelurahan; danlatau
c. sarana praserana transportasi lainnya.
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(3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meiiputi:

a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal,
b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
c. sarana prasarana kesehatan lainnya.

(4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (21huruf d, meliputi:
a. taman bacaan masyarakat;
b. bangunan pendidikan anak usia dini;
c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan f atau
d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Bagian Ketiga
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Pasal 5

(1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan
kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan
surnber daya sendiri.

(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yaitu :

a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umtlm,

dan perlindungan masyarakat; dan/ atau
f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana

serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 6

(1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi :

a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
b. keluarga berencana; c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.

(2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi :

a. penyelenggaraan peiatihan kerja;
b. penyelengaraan kursus seni budaya; dan/atau
c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.

(3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi :

a. penyelenggaraan pelatihan usaha; danl atau
b. Pelatihan start up digital pemasaran produk usaha;
c. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah

lainnya.
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(4)

(5)

Pengelolaan keglatan lcmbaga kemasyarakatan sebagailnana dirnaksud dalarn
Pasa1 5 ayat(2)hurtlf d,meliputi:
a. pelatihan pembinaan Lernbaga Kemasyarakatan Kelurahani dan/atau
b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pengelolaan kegiatan ketenteraman,ketertiban umum,dan perlindungan
masyarakat sebagaimana diinaksud dalarn Pasa1 5 ayat(2)hurLlf C,meliputi:
a. pengadaan/pcnyelenggaraan pos kearnanan Kelurahan;
b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga kearnanan/ketertiban

Kelurahm;dal1/atau
c. kegiatan     pengelolaan     kctenteraman,     ketertiban    umum

dan perlindungan masyarakat lainnya.

(6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta
kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf f, meliputi :

penyediaan layanan informasi tentang bencana;
pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

Pasal 7

(1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan
dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dan Pasal 6 dilakukan melalui musyawarah perencanaan
pembangunan Kelurahan.

(2) Dalarn hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara
Lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.

(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan untuk
mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau
perubahan.

(4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita
acara.

Pasal 8

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun dalam dokumen
perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan melimpahkan kewenangan Bupati kepada Camat dengan
Keputusan Bupati Langkat.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 9

(1) Penggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan
dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan bersumber dari
DAU Tambahan Tahun Anggaran 2OL9 yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perutndang-undangan.
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(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan
ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk
dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, Kecamatan men5rusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan
sumber pendanaan masing-masing kegiatan.

(21 Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku KPA
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangarl.

(3) Anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, masing-masing
dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran tersendiri.

BAB IV
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal ll

(1) Bupati menetapkan Lurah selaku KPA untuk melaksanakan kegiatarl
pembangunan  sarana  dan  prasarana  Kelurahan  dan  pembcrdayaan
masyarakat di Kelurahan.

(2) Lurah selaku KPA sebagaiFnana dilnaksud pada ayat(1)inenuttuk Paabat
Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan。

(3) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan
berdasarkan usulan Lurah sclaku Kuasa Pcngguna Anggaran inelalui BUD。

Pasal 12

_      (1) KPA  dalam  Pengadaan  Barang/」 asa  melaksanakan  pcndelegasian
sesuai dengan pelimpahan dari PA.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)KPA berwenang
mettaWab sanggah Banding peserta Tender Pckettaan Konstruksi.

(3) KPA dapat inenugaskan PPK untuk inclaksan… kewenangan sebaga■ mana
dimaksud pada ayat(1)yang tcrkait dengan:
a. melakukan tindakan yang Frlengakibatkan pengeluaran anggaran belanJa;

dan/atau
b. mengadakan pettanjian dengan pihak lain dalarrl batasan anggaran belatta

yang telah ditetapkan.

(4) KPA dapat dibantu olch pengclola Pengadaan Barang/Jasa.

(5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat dituttuk Sebagai PPK,
KPA dapat mcrangkap sebaga■ PPK.

Pasa1 13

Paabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan scbagai...ana di■ ■.aksud
dalanl Pasal ll ayat(2)bertugas: ｌ
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a. meneliti   kelengkapan   SPP― LS   pengadaan   barang   dan   jasa
yang    disampaikan    olch    Bendahara    Pengeluaran    Pembantu
dan diketahui/diSetuJui olch PPTK;
meneliti kelengkapan SPP― TU yang diaJukan 01ch Bendahara Pengeluaran
Pembantu;
melakukan veriflkasi SPP;
menyiapkan SPⅣI;dan
melakukan veriflkasi harian atas peneHmaan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 14

(1) Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana
dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
melibatkan kelompok masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

(21 Keterlibatan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Tim Supervisi.

(3) Tim supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah berjumlah paling
banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 15

Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana
dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang
dan jasa.

BAB V
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal L6

Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menggunakan mekanisme tambahan
uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan
dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan
selaku entitas akuntansi.

Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana
dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan
pertanggungj awaban fungsional.

Sisa anggaran kegiatan pembangunan sararra dan prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yang berada di RKUD maupun
rekening Kelurahan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi
untuk Kegiatan tahun a.nggaran selanjumya.

b。
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Pasal 17

(1) Pttabat Penatausahaan Keuangan Pcmbantu di Kelurahan sebagailnana
dimaksud dalarn Pasal ll ayat(2)dalam Fnelaksanakan pertarlggungiaWaban
kcgiatan pembangunan sarana dan prasararla Kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan veriflkasi atas laporan
pcrtanggungiawaban  yang  disampaikan  oleh  Bendahara  Pcngeluaran
Pcmbantu kepada KPA.

(2)VeHflkasi scbagairrlana dirnaksud pada ayat(1),rrleliputi:
a. meneliti  kelengkapan  dokumen  laporan  pertanggungiawaban  dan

keabsahan bukti―bukti pengeluaran yang dilampirkan:
b.menguji kCbenaran perhitungan atas pengeluaran per Hncian ottek yang

tercantum dalam ringkasan per五 ncian o可 ek;

c. menghitung pengenaan )、ak Pertambahan Nilai/ざへ ak Penghasilan atas
beban pengeluaran per五 ncian ottek;dan

d. mengЧ ji kebcnaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang ditcrbitkan periode
sebelumnya.

(3) Laporan   penggunaan   anggaran   kegiatan   pembangunan   sarana
―        dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang

bersumber dari APBD sebagalmana dimaksud dalarn Pasa1 9 ayat(1)
disarnpaikan kepada camat dan BUD setiap sernester.

(4) Format laporan sebagailnana diinaksud pada ayat (3)tercantun■  dalam
Lampiran yang inerupakan bagian tidak terplsahkan dari Peraturan Bupatiini.

(5) BataS Waktu penyampaiall laporan sebagaimana diinaksud pada ayat(3),
untuk:
ao semester l disampaikan paling lambat rninggu kedua bulan Juli;dan
bo semester H disampaikan paling lambat rninggu kedua bulan」 anuari.

(6) Lurah menyarnpaikan laporan pelaksanaan kegiaねn pembangunan sarana
dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
kepada Bupatiinelalui Carnat.

_      (7) Bupati meny― paikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana
dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
kepada Mente五 melalui Gubernur Provinsi Sumatera Utara sebagai wakil
Pemerintah Pusat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan
pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di
Kelurahan.

(21 Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Camat.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dalam pelaksanaannya
dibantu oleh Inspektorat Kabupaten Langkat.

(4) Pembinaan dan pengawesan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
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Pasal 19

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dalam
bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan
pengembanga.n sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan dalam
bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2O

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

譜亀計
針allll,_物

9

Diundangkal■ di Stabat
pada tanggal  t'´ 9-20t,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN
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Petunjuk Pengisian :

NOMOR URAIAN

…

重蓼i旦望墜p'OmOr urut prograJkegiatan
2. Kolom 2 disisi dengan urai.art kegiatan
3. Kolom 3 diisi dengan volurne output, misal : 5OO
4. Kolom 4 diisi dengan satuan out_ut2 31lSal:mOter
5。 KolorF1 5 d五si dengan Junllah anggara,
6。 Kolor! 6 diisi de4pn juml4b1g4lisasi
7. Kolom 7 diisi de4gqLn persqntase realisasi terhadap anggaran
8. KoJom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9. Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10, Kolom 10 diisi dengan persentase capaian persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Kegitan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan frsik dihitung sesuai perkembangan penyelesaiaa frsik di lapangan dan
foto;

b. Kegiatan non fisik dengan cafa:
1, Penyelesaian kerangka acuan kerja yarg memuat latar belakaag, tujuan,lokasi,target/sasaran, dan anggaran sebesr 3oo/o;
2. Undangan peLa-ksanaan kegiaxan, daftar hadir peserta pelatihan dan konlirmasi pengajar sebesar 5O%;
3. Kegiatan telah tedal<sana sebcsar 80olo; dan
4. Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100yo

BUPATI LANGKAT,

|ス1%ll
い

T4´ J熊●

TERBIT ANA PERANGIN ANGIN
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LAMPMA1 ERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR I to T6l4aa zotg
TANGCAL : € - q- ?P19

TENTANG : PETUNJUK PDLAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASAMNA KEIUMHAN DAN
PEMBERDAYMN }hSYARAKAT DI KELURAHAN.

FORMAT I-APORAN PENGGUNMN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
DAN PEMBERDAYAAI MASYARAKAT DI KELURA}IAN

Kecamata.n :

Kelurahan :

TahunAnggaran :

NO. URAIAN OUTPUT ANGGARAN
(Rp,00)

REALISASI SISA %
CAPAIAN
OUTPUT

TENAGA
KERJA
(ORANG〕

DURASI
(HARI)

UPAH
(Rp.00)

KET.
VOL SAT (Rp.00) % (Rp.Oo) %

1 2 3 4 5 6 7=615 8 9‐ 8:5 10 12 13 14
1 A. Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan
1. I(egiatan 1

2. Kegiatan 2
3. Dst.… ……,..

B. Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan
1. Kegiatan 1

2. Kesiatan 2
3.Dst.…

」un■lah TOtal

Mengetahui:
Lurah selaku KPA

Nama Jelas
NIP.

Tanggal,. ......,2079
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama Jelas
NIP.
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